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1, Nama
Jabatan
Alamat Kantor

. Dr. Drs.Jusuf Lery Rupidara, M.5i
: Fj. Bupati Sumba Tengah
: Waibalul

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah

2. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

b, Nama
Jabatan
Alamat Kantor

0. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Ferdinand U. D. Lakitara, 5.50s8
: Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah
» Waibakul

: Umbu Neka Lelung
 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah
¢ Waibakul

. Drs. Umbu Neka Djarawoli
: Walkal Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah

: Waibakul

sebagal Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD) Kabupaten Sumba Tengah.

Dengan ini menvatakan bahwa dalam ranghks penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum
APBD Tahun 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah untulk selanjutnya dijadilkan sebagai dasar penyusunan prioritas dan

plafon anggaran sementara AFBD Tahun Anpgaran 2025.



Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepalat terhadap kebijakan umum
APBD Tahun 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) Tahun Anggaran
2025 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjach
dasar dalam penyusunan Pricritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam
Lampiran vang menjadi satu kesatuan vang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah MNota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyususunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara [PPAS) Tahun Anggaran
20625,

Waibaloul, 19 Juh 2024

Pj. BUPATI PIMPINAN
SUMBA TENGAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAKIL KETUA
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEEBLJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala
Daerah menyusun Kebijjakan Umum APBD (KUA) dan Priortas Plafon
Anggaran Sementara |PPAS) berdasarkan REPD. Pemenintah Kabupaten
Sumba Tengah telah menyusun REPD Tahun Anggaran 2025 yang
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD] Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2025,

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir REJMD Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2018-2023 eehingga Pemerintah Kabupaten Sumba
Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD] Tahun
2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraluran Bupati Sumba Tengah
Nomor & Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026. Dengan demikian EKPD
Tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPID Kabupaten
Sumba Tengah Tahun 2024-20026,

Tema pembangunan Kabupaten Bumba Tengah Tahun 2035
adalah Pemingkatan Kualiias Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan
Ekonomi Inkiusif dan Berkelanfutan. Yang mana rumusan tema RKPD
ini selaras dengan tema RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025
dengan fokus pada Kualitas SDM serta Ekonomi Inklusif
Berkelanjutan.

Berdasarkan REKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemenntah
Kabupaten Sumba Tengah menyusun Kebijakan Umum APBD TA, 2025
sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah [RAPBD)) Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025,
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan




1.2.

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu]
tahun.

KUA memuat kondisi ekonomi makre daerah, asumsi penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah IAFBD), kebyakan
pendapatan dacrah, kebijakan belanja dacrah, kebijakan pembiayaan
daerah, dan strategi pencapmannya.

RKPD, KUA, dan Priontas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Sumba Tengah TA, 2025 merupakan tiga dokumen yang
dipedomani dalam pembahasan rancangan APBD TA. 2025 sesual yvang
diatur Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu program, kegiatan, serta
sub kegiatan vang ditetapkan dalam RKPD menjadi pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS. Hal ini dilakukan untuk menjamin
konsistensi antara perencansan dan  penganggaran, dan efektifitas
serta efisiensi pencapaian proritas dan sasaran pembangunan
nasional, prioritas dan sesaran pembangunan Provinsi NTT dan
tentunya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan EKabupaten
Sumba Tengah.

TUJUAK PENYUSUNAN KUA
Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba

Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah: J

1. Menyusun asumsi-asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional
varg akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2025;

2., Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plalon
Anggaran Scmentara (PPAS) Kabupaten Sumba Tengah Tahun
Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rancangan AFBD TA. 2025;

3. Menyusun kebijjakan penganggaran daerah yang terdiri dan
kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah secara sistematis untuk dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,

KUA TA. 2025




1.3. DASAR HUKUM PENYUESUNAN KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025

disusun dengan berpedoman padi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, vaitu:

-
2.

10,

11.

12.

L&

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional:

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Undang-Undang Nemor 9 Tehun 2015 tenteng Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintehan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daecrah Kabupaten /Kota,

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakesanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Pemermtah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah,

Peraturan Presiden Republik Indoncsia Neomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020 - 2024,

KUA TA. 31025




14.

13,

16

17

18,

19.

20,

21

22,

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Verifikasi, Walidasi dan Inventarisasi Pemutahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-
5880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventansas:  Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahuan 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024-2026;

Peraturan Gubernur Nusa Tengegara Timur Nomor 29 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor (&2 Tahun
2011 tentang Rencana Pembanpunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009-2028;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaien Sumba Tengah Nomor 03 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba
Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;

KUA TA. 2025




24,

20,

26,

27.

28,

29,

Peraturan Daerah Kabupaten Bumba Tengah Nomor 8 tahun 2020
tentang Penyerizan Modal Dacrah pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2020-2040;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun
2024-2026;

Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah [(RKPD) Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2025.

KUA TA. 2015




BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1, Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025
Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Sumba Tengah ates dasar harga konstan dalam
lima tahun teralthir, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 terus
mengalami pertumbuhan yang possitif. Pada tahun 2022 nila
PDRB ADHK 2010 scbesar Rp.787,04 Milyar atau natk scbesar
Ep. 19,78 Milyar dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sehesar
Rp. 767,26 Milyar. Pada tahun 2023 nilai PDRB ADHK 2010
meningkat lagi scbesar Rp.B09,49 Miliar atau sebesar Rp.22,45
Milyar dibandingkan tahun 2022 vang bernilai Rp. 787.04 Milyar.
Apabila dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK 2010 pada tahun
2019 sebesar Rp. 750,15 Milvar maka dalam lima tahun terakhir
tefjadi pertumbuhan sebesar Rp.5%9,34 Milyar

Untuk nilai PRDB Sumba Tengah atas dasar harga berlaku
selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023
juga meningkat walaupun kecil. Pada Tahun 2022 nilai PDRB
atas harga berlaku scbesar Rp.1.303.39 Milyar stau naik sebesar
Rp. 72,99 Milyar dibandingkan pada tahun 2021 vaitu sebesar
Rp.1.230,40 Milyar. Pada tahun 2023 nilai PORB atas harga
berlaku meningkat lagi sebesar Rp.1.397,92 Miliar atau naik
sehegar Rp. 94,53 Milyar dibandingkan tahun 2022,

Dengan demikian dari Nilai PDRB ADHB maupun ADHK
terscbut sama-sama menunjukkan pertumbuhan yang positif
zelama lima tahun terakhir. Hal ini juga mengegambarkan kinena
perekonomian Kabupaten Sumba Tengah yang terus meningkat
dan bertumbuh setelah melewati lantangan hesar selama
pandemi Covid-19.




Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Scktor dalam Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2019-2023
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Tabel 2.2

Milad dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruato
Atas Dasar Harge Berlaku Kabupaten Sumba Tengah

Tahun 2019-2023
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Tabel 2.3
Dristribusi Persentnse Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku menunit Lapangan Usaha
di Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2019-2023
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Laju pertumbuhan ekonomi vang tergambar dar
pertumbuhan PDRE Kabupaten Sumba Tengah dan tahun 2010
sampal dengan tahun 2023 mengalami pertumbuhan culoap bak
walaupun kecil, Laju periumbuhan ckonomi pada tahun 2023
sebesar 2,85% meningkat tipis hanya 0,27% dibanding tabun
2022 sebesar 2,58%, Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Sumba Tengah selama tahun 2020-2023

Gambaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba
Tengah selamsa tshun 2020-2023 dissjikan pada grafik di hawah

Crrallik 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar

Harpga Konstan 2010 menurut Lapangan Uasha
Kebupaten Sumba Tengah (Tahun 2020 - 20223)

Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)

2320 2021 033 2023

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024, data dinlah

Apabila dikaji menurut sektor ekonomi, maka akan terlihat
sekior-sektor vang memiliki kontribusi  besar dalam
perekonomian suat wilayah, Dengan adanya dala scliap sekior
ini, maka akan dapat membantu pemerintah dalam menentukan
kebijjakan yaitu sekior mana saja yang perlu dipacu untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perubahan
struktur ekonomi pada suatu wilayah dapat dilihat pada
komposisi  masing-masing lapangan wussha. Jika tergjadi
pergeseran dalam komposisi masing - masing lapangan usaha,
maka struktur perekonomiannya juga akan berubah,
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Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam
memproduksl barang dan jasa menentukan struktur ekonomi
suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dart nilai
tambah yeng diciptakan oleh setiap lapangan usaha
menggambarkan seberapa besar ketergantungan sustu daerah
terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha,
Dengan adanya data setiap sektor ini, maka akan dapat
membantu pemerintah dalam menentukan lkebijakan, wyaitu
stklor mana saja yvang periu dipacu untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dhagram 2.1

Kontribust Sekior Perekonomian terhadap PORB Kabupaten Sumbea
Tengah atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023

Sarfl frldir
LAt

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angka 2024, data diolah

43% PDRB Kabupaten Sumba Tengah disumbangkan dari
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga sektor ini
masih menjadi sektor unggulan dari tahun ke tahun hingga saat
ini, Sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan
sosial wajib menvumbangkan proporsi sebesar 26% sehingga
menjadi sektor terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten
Sumba Tengah.
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Posisi penyumbang PDRB terbesar ketiga adalah sekior jasa
pendidikan  dengan  proporsi B%.  Seltor-sektor  lainnya
memberkan sumbangan masing-masing di bawah 3% terhadap
total PDRB. Adapun Enam sekior ekonomi yang menyumbang
19 - 5% dapat dilihat pada diagram di atas. Selain itu terdapat
delapan sektor lainnya hanya berkontribusi masing-masing di
hawah 1%, vaitu industri pengolahan; Pengadaan listnk dan gas;
pengadaan air, pengelalann sampah, limbah dan daur ulang;
transportasi dan pergudanguan; penyediaan skomodasi dan
makan rmonum; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan

sosial; serta sckior jasa lainnya

Inflasi

Indeks Harga Konsumen [IHK] adalah indeks yang
menghitung rata-rata perubahan harga dalem suatu periode, dari
suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
penduduk/rumah tangga.

Inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga
Konsumen (IHK). Inflasi vang diukur dengan IHK di Indonesia
dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu
Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman
dan Tembakau; Pertumbuhan ekonomi vyang meningkat
mendorong terjadinya laju inflasi, Kelompok Perumahan;
Kelompok Sandang: Kelompok Kesehatan; kelompak Pendidikan
dan Olahraga; serta Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Jumlah dan jenis peredaran barang di Kabupaten Sumba
Tengah masih tergolong rendah sehingga tidak secara khusus
dilakukan perhitungan inflasi. Perhitungan nilai inflasi di
Provinsi NTT mengacu pada tiga kota yaitu Kota Kupang,
Maumere dan Kota Waingapu. Tingkat inflasi Provinai NTT di
tahun 2021 adalah 1,67% mengalami peningkatan tajam tahun
2022 menjadi 65,65% dan turun menjadi 2,42% ditahun 2023,

Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-v) Provinsi
Nusa Tenggara Timur scbesar |,92% dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK] sebesar 10585, Inflasi tertingm tenjadi di
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Waingapu sebesar 2,15% dengan |HK sebesar 106,25 dan

terendah terjadi di Maumere sebesar 0,95% dengan [HE sebesar
105.23.

Penduduk Miskin
Selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Sumba Tengah mengalami penurunan. Pada tahun
2021 jumilsh penduduk miskin masih diangka 25 48 ribu turun
menjadi 24,49 ribu di tahun 2022 dan mengalami penurunan
lagi ditahun 2023 menjadi 24,24 ribu penduduk miskin.
Penurunan ini sclaras degan nilai persentase penduduk
miskin yang juga menunjukkan tren menurun dar 34,27% di
tahun 2021 hingga 31,78% ditahun 2023, Persentase penduduk
miskin di Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan tren
menurun dar tahun ke tabun namun presentase penurinan
penduduk miskin masih sangat kecil. Persentase penduduk
miskin pada tahun 2023 sebesar 31,78%, terjadi penuranan
0,73% dibandingkan tahun 2022 yang persentasenya scbesar
32.51%. Secara rinci perkembangan gans kemiskinan dan
penduduk miskin di Kabupaten Sumba Tengah selama tiga
tahun terakhir disajilan pada tabel berilout:

Tabel 2.4
Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan,
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021-2023

amsiosn
kompenan Kanisiman
Hd L R g pLt ] e e
i Tt Mok e 5 It "5
T Rl T =k Sl = Fa it T AR IR

Emganae Gpmenegr

Sumber Data - sumbatengahkab bps.go
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Tingkat Pengangguran Terbuka [TPT)

Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana sesecrang
tidak bekerja sama sekal. Kinerja perekonomian daerah dapat
diukur dari peluang dan kesempatan kerja, penyerapan tenaga
kerja, berkurangnya pengangguran tersclubung dan terbuka
serla lingkal pengangguran terbuka,

Tingkat pengangguran terbuka [TPT) Kabupaten Sumba
Tengah tahun 2023 sebesar 1,89%, menpalami peningkatan
sebesar 0,68% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,21%.

Di Kabupaten Sumba Tengah jumlah angkatan kerja lehih
banyak laki-laki namun jumlah pengangguran terbuka lebih
banyak perempuan. Jumlah penduduk vang bekerja,
pengangpguran, penduduk yang bersekolah dan lainnva dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis

Kegiatan selama Seminggu vang Lalu dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023

m @ i " m

L Anpatan Kerja/Econsmicadly Active 272 103 1308
1. Bavrrs Hencdyy e} 1576 gl
L feegergpieny Tt Geemglomant 268 §i7 B93

1. Bukas Arghatan KerjalMet Ecanemically dctive " ba30 1174

*. Seiglar dizznging Ko ilge 81 i
L mergonet Ren i Targge/ Riusebinging i S e
£ bammgaiiten 1% hiLS 141

Sumber : Sumba Tengah Dalam Angha 2024
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Kinerja Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan formal belum opptimal dan  masih
terbatasnya akses permodalan ke lembaga keuangan. Perbankan
memiliki peranan yang besar dalam menopang perekonomian
suatu daerah. Bank menjalankan fungsi intermediasi keuangan di
mana dana dari masyarakal dihimpun melalui tabungan dan
sgjenisnya uniuk kemudian disalurkan ke masyarakat vang
membutuhkan dalam bentuk kredit/pinjaman. Oleh karena itu
diharapkan baik dari sisi penabung maupun peminjam dari tahun
ke tahun terus mengalami peningkatan.

Zelain bank, koperasi turut memberikan dampak terhadap
kegiatan ekonomi masyarakat Sumba Tengah. Jumlah koperasi di
Kabupaten Sumba Tengah terdata scbanyak 83 unit namun di
tahun 2022 jumlah koperasi yang aktf hanya 42 unit. Adapun 42
unit koperasi yang aktif ini tersebar pada enam kecamatan yang
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Jumilah Koperas Aktl menurut Kecamatan di
Kabupaten Sumba Tengnh, 2020-2023

m L] o L &
{illmtin i i | .
o i ® 1
Vbt g 1 i 1 i
e B gy 1 1 i .
Mt My Tt : ‘ i .

ardire 1 1 i

Bumber : Bumba Tengah Dalam Angka 2034




2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantangan wyang akan dihadap atau berpotensi akan

dihadapi dalam perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di
tahun 2025 antara lain:

1.
2,

Inflasi yang masth cubkup tingg.

Infrastruktur yang belum optimal serta potensi gangguan
bencana, anomali iklim yang berpengaruh pada produlksi
pertanian dan perkebunan vang berdampak pada rawan
pangan serta kenaikan tarif jasa transporiasi yvang
berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa.

Jumlah penduduk yang bertambah denpan komposisl usia
produktifl yang terus bertambah dibandingkan dengan usia
non produktif merupakan tantangan bagl penyediaan
peluang dan kesempatan penyerapan tenaga kerja.
Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang
untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan
dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan
masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
Tingkat kemandirian daerah vyang masih rendah
ditunjukkan dengan persentase Pendapatan Asli Daerah
yang rmasih sangat kecil dan total penerimaan pendapatan
dacrah. Hal ini mencerminkan bahwa penenmaan
pendapatan dacrah masih sangat bergantung pada dana
transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
NTT.

Tantangan ekonomi global serta perubahan kebijakan baik
di tingkat internasional, nasional dan regional akan
berpenpgaruh terhadap kebiakan penganggaran
pembangunan daerah.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan

mendukung prospek perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di
tahun 2025 antara lain:

1.

Meningkatnya =inergitas kebijakan Pusat, Provinsi dan
Kabupaten Sumba Tengah sesuai amanat Undang-Undang




Nomor 1 Tahun 2022 tenteng Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah
dinndaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daecrah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Sumba Tengah, yang dalam tataran
implementasi sedang disusun Peraturan Bupat sebagai
turunan Peraturan Dacrah dimaksud.

2. Hasil audit BPK terhadap APBD Pemerintah Kabupaten
Sumba Tengah TA. 2023 mempercleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) schingga di tahun 2025 diharapkan
Kabupaten Sumba Tengah akan mendapatkan Dana Insentif
Fiskal.

3. Berkembangnya potensi unggulan dacrah berbasis potensi
lokal di Kabupaten Sumba Tengah sebagai hasil dari Program
Naswnal Food Esiale.

4. Kebijakan formulasi dana desa vang semakin diarahkan pada
belanja-belanja produktif berbagis pengembangan potensi
kawasan desa yang secara keseluruhan berpengaruh pada
perekonomian daerah,

2.2. ARAH KEBLJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pencapaian tujuan pembangunan dalam penyelenggaraan
Pemerintsh tidalk terlepas dari kapagitas fiskal daerah dengan acuan
pada peraturan perundang-undangan vang berlaku. Kebijakan
keuangan daerah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
yvang dimiliki baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan
Penenmaan Pembiayaan,

Beberapa sirategi arah kebijakan keuangan dacrah dalam rangka
peningkatan penenmaan pendapatan daerah Kabupaten Sumba Tengah
tahun 2025 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui:

a. Intensifikasi melalui upaya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
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Daerah [ETPD) khususnya dalam pembayaran pajak dan
retribusi dacrah vang dapat dilakukan melalui Quick Response
Code Indonesian Standard [QRIS) melalui kerja sama dengan BFD
NTT.

b. Pembenahan manajemen penerimaan PAD.

¢. Menyusun Peraturan Bupati sebagai turunan atas Peraturan
Daesrah Nomor 1 Tahun 2029 tentang Pajak Dacrah dan Retrmibusi
Daerah termasuk Peraturan Bupati tentang penerapan Opsen
Pajak Kendaraan Bermotor (PEKB| dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermolor (BBNEB).

d. Mengintensifkan koordinasi dan kenja sams dengan Badan
Pertanahan Nasional (BFN) terkait program percepatan Reformasi
Agraria.

e. Melakukan inventarisasi dan pembaharuan data obvek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PEB-F2).

2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dimana Bidang
Pendapatan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Badan Eeuangan Daerah di usulkan menjadi Badan Pendapatan dan
Aset Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan
vang efektif;

3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain vang sah yang
mengadi kewenangan Pemenntah Kabupaten;

4. Mengupayakan peningkatan alokasi Dana Alokasi Khusus dan Dana
Insentif Fiskal dard Pemerintah Pusat melalui kecepatan dan
ketepatan waktu pelaksanaan, serta kinerja pengelolaan vang
semakin baik.

2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi APBD TA. 2025 dibandingkan TA. 2024 mengalami
penurunan balk dari sisi pendapatan maupun darn sisi belanja.
Pendrpatan daerah masih sangat bergantung pada pendapatan
transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Alokas: Umum
[DAU] dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Dacrah
bersumber dari:
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dart:
1) Pajak Daerah:
2] Retribusi Daerah;
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4) Lain-Lain Pendapatan Ash Daerah.
2. Pendapatan Transfer yang terdin dari;
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yvang terdiri dari ;
* Dana Bagi Haall Pajalk/Bukan Pajak;
* Dana Alokas: Umum;
= Dana Alokasi Khusus:
o Dana Insentif Daerah;
¢ Dana Otonomi Khusus;

s Dana Keistimewaan,
* Dana Desa.
2} Pendapatan Transfer Antara Daerah terdiri dari:
* Dana Bagi Hasil Pajak Prapinsi: dan
=  Bantuan Keuangan.
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dar :

1] Dana Hibah;

2] Dana Darurat;

3) Lain - lain Pendapatan sesuai ketentuan Perundang-

undangan.

Penerimaan pembiayaan TA. 2025 diproyeksikan berassl
dari SILPA APBD TA. 2024, Secara umum penerimaan
pembiayaan dapat bersumber dari,

1. SisaLebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

2. Dana Cadangan Daerah;

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

4, Penerimaan Pinjaman Daerah;

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

6. Penerimean Pembiayaan Lannya sesuai dengan
ketentuan Perundang-Undangom;




2.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan dan Pencrimaan Pembiayaan
Daerah

sumber pendanaan utama Kabupaten Sumba Tengah
hingga tahun 2024 masih dar pendapatan transfer pusat dan
diproyeksikan naik sebesar 0,25% yakni dari target pendapatan
DAU sebesar Rp. 1.560246.373,00 pada tahun 2025. Dengan
semakin ketatnya regulasi terkait penggunasan dana transfer
pusal khusunya Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak 100%
|seratus persen) dapat digunakan secara bebas oleh Pemernintah
Daerah maka kemampuan fiskal daerah untuk mendanai program
dan kegiatan menjadi sangat terbatas

Dari &isi penerimasan pembiayaan, diperoleh dard SilLPA
tahun secbelumnya vang sclama ini schagian besar merupakan
SiLPA dan sisa belanja yvang bersumber dar pendapatan yang
sifatnya earmorked schingga tidak dapat digunakan secara bebas
dimana saldo tahun lalu digunakan untuk pencapaian output
tahun sebelumnya, dan jika output telah tercapai maka Sil.PA
tahun sebelumnya dapat digunakan berdasarkan ketentuan
regulasi tahun berkenaan. Dengan sumber pendanaan yang
aangat terbatas, Pemerintah Daerah tetap mengupayakan untuk
mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada. Diharapkan
pemanfaatan DAU Speetfic Grant tahun 2025 dilaksanakan
sebatk-baiknya untuk pemenuhan SPM baik Bidang Pendidikan,
Kesehatan dan Infrastruktur sehingga pada tahun 2025 proporsi
DAL yang penggunaannya tidak tenkat Block Grant menjadi lebih
besar.

Pemerintah juga berupaya memenuhi berbaga readiness
eriteria untuk dapat memperoleh Dana Alokasi Khusus [DAK)
Fisik di TA. 2025 yang walaupun diproyeksikan sama dengan
tahun sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Target PAD Kabupaten Sumhba Tengah di TA. 2024 sebesar
Rp.28.864.670.055 - mengalami kenaikan sebesar
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Rp.2.203.493.820,- atau 7,09 pada TA. 2025 menjad
Rp.31.068.163.875,- kenaikan ini terjadi oleh karena DBH PKB
dan DBH BBNKB yang sebelumnya masulk dalam kelompok
pendapatan transfer menjadi kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HEKPD dan PERDA Nomor
1 Tahun 2024 tentang PDRD. Secara nominal pendapatan
transfer pada TA. 2025 diproyeksikan sebesar
Rp.625.248.354.258 - mengalami  penurunan sebesar
Rp.5.811.083.001,- atau 093% dan TA. 2024 sebesar
Rp.621.059.437.259,-. penurunan ini terjadi oleh karena DBH
PKB dan DBH BBNKB yang sebelumnya masuk dalam kelompok
pendapatan transfer menjadi kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tshun 2022 tentang HKPD dan Perda Nomor 1
Tahun 2024 tentang PDRD. Kelompok Lain-lain Pendapatan
Daerah yang =ah TA. 2025 di anggarkan sebesar
Rp.5.325.7009.308, - tidak mengalami perubahan dari TA. 2024,
Cambaran Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 di
bawah ini.

Tiabel 2.7
Struktur Pendapatan Daerah
: TARGET KUA PPAS | PENIGKATAN/
URALAN APRD 2024 2005 PENURINAN o

PAD SHRGEATILOSS SLO6H.LEIETS 2ANSAA20 | TEFR
|PENDAPATAN TRANSFER 431 058 417 254 B 24H I |- 51 LOAA0GL (52
| LAIR-LAIN FEMDAFATAN

OAERAM YANGSAK o a1 RS T 10,014
TOTAL PENDAPATAN 5240816612 GOl IZT A4 |- 56T S0 AT -I,EFI¢1
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2.2.3.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat diperoleh dar enam
sumber pembiayaan. Selama ini penerimaan pembiavaan
terbesar berasal dari SiLPA tshun sebelummnya. Adapun
penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali pemberian
pinjaman dacrah nilainya masih sangat kecil sehingga tdak
memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap penerimaan
pembiayaan daerah. Tarpet penerimaan pembiayaan daerah
Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025 sebesar Kp.6.000.000.000, -
mengalami pengurangan sebesar Rp.6.050.000.000,- atau
(100,83%] jika dibadingkan pada TA. 2024.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah wajib memperhatikan dan
meméenuhi empat jenis belanja mandatons (mandatory spending),
yaitu belanja wajib bidang pendidikan minmmal 20% dan total
belanja vang dianggarkan dalam AFBD, belanja wajib bidang
kesehatan minimal 10% dari total belanja yvang di anggarkan
dalarm APBD tidak termasuk belanja gaji, belanja infrastrukctur
minimal 40% dari APBD (Total Belanja APBD diluar Belanja Bagi
Hasil danjatau Transfer kepada Daerah dan/atau Desal serta
Alokasi Dana Desa (ADD] minimal sebesar 10% dari Dana
Perimbangan setelah dikurangi DAK.

Perumusan kebijjakan belanja daerah dirumuskan dengan
mempertimbangkan belanja wajib vang hamus disediakan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan antara lain ;

1. Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan;

2. Belanja urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar,
belanja wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar, belanja urusan pilihan, belanja unsur pendulkung,
belanja unsur penunjang, belanja unsur pengawasan,
belanja  unsur kewilayashan dan  belanja unsor
pemerintahan umum lainnya;

F. Pemnenuhan kebutuhan operasional pelayanan

elen erintahan:




4, Pemenuhan  belanja  infrastrukttur daerah dalam
menciptakan dayva saing daerah; dan

3. Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus
diselesailoan,

Perumusan kebijakan belanja daerah yang terdiri dar
cmpat jenis kelompok belanja vaitu Belanja Operasi, Belanja
Maodal, Belenja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang dapat
dijelaskan sebagal berkut.

1. Belanja Operasi terdiri dari :
1} Belanja Pegawai;
2) Belanja Barang dan Jasa;
3} Belanja Hibah;
4} Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdini dan:
1} Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2) Belamja Modal Gedung dan Bangunan;
3} Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT)
Belanja Tidak Terduga adalmh pengeluaran untuk darurat
termasuk keadaan yang mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah atas tahun - tahun
sebelumnya  serta bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya akibat bencana alam maupun non
alam.
4. Belanja transfer terdiri dari:
* Belanja bagi hasil vang berasal dar pajek daerah dan
retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit
10% dari nilai yang ditargetican.
= Belanja bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa vang terdin dar ADD minimal sebesar
10% dari Dana Transfer Umum, yaitu DAU ditambah DBH




Prmjak dan Retribusi Daerah serta Dana Deea.

2.2.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah
menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan
modal daerah pada PT, Bank Pembangunan Dacrah Nusa
Tenggara Timur sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk memenuhi
amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggpara Timur.

Mengacu pada pasal 70 ayat (4] Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuaungan Daerah,
selain untuk penyertaan modal daerah, pengeluaran pembiayaan
dapat digunakan untulk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

2. Pembentukan dana cadangan;

3. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau

4. Pengeluaran pembiayaan lainnva sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APEN
Indikator ekonomi makro yang akon digunakan schagai asumsi
dasar penyusunan RAPBN 2025 seperti yang termuat dalam Kerangksa
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun
2025 terangkum pada tabel di bawah ini,

Tabel 3.1,
Asum= Indiketor Makro Nesional Tahun 2025

PSS

Pertumbuhan Ekonomi (%, Yo¥)

| 155
u Inflasi (%, YoY) 1,5-35
- Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) 15.300 - 16,000

Tingkat Suleu Bunga BN 10 Tahun %) 6.9-7.3

ARNEYE
- Tingkat Kermskinan (%)

Gini Rasio (indeks)

- Indeks Pembangunan Manusia [indeks) 0,56 - >
- Nilai Tukar Petani (NTF) 113- 115
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104 - 105

Srurnisar ; kameriken go. id

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APED
Selain memperhatikan asumsi dasar vang dipunakan dalam
APBN, penyusunan AFBD juga memperhatikan prioritas pembangunan
di tinghkat provinsi, dalam hal ini Provinsi NTT. Tema Rencana Kerja
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Pemerintah.
Daerah (RKPD) Provinzgi NTT TA. 2025 menetapkan tema “Ekonomi
Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM Yang
Berkualitas™ dengan fokus pemberdayaan masyvarakat dalam
mendukung  peningkaten  dan  pendapatan, pengembangan  dan
penguatan potensi-potensi ekonomi lokal, penuntasan pembangunan
infrastruktur dan peningkatan pelayenan dasar, pencapaian dan
pemenuhan SPM. dan sinergitas pencapain mjuan dan pelaksanaan
prioritas pembanpgunan dengan kabupaten/kota serta pemangku
kepentingan lainnya. Sasaran dan prioritas pembangunan dacrah yang

tertuang dalam RPD 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3
Tujusn dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah TA. 2025
Ny TUMAN SASARAN INDIKATOR SATUAN | TARGET
L |Terbanruneys LI |Manisghatmya produks: dan Kontribusi PDRE sekear prrsaniar. Y 4218
perekonoman ray produieritas sekear produktif | perikanas dan kxhugnan
kskshbertandacion {12 Istmeglamyanlnumbah | Kenmbes PORE sehter induse i 15
Tusgpulas produd melalul pengembinnn mdusrr | pesgolahan
faerah yang kampess! pangolaian
berdayasaing tmgs 13 |Maneglusvapeandandiys  |Jamish bunjungs susstavan ormg | 1833
saing sarmvissa dan ekeaam|
kraari Salam ﬂﬂh.mll'l.l.l.ﬂ hmm=d1~1u.luu.u. hars i
dasrak
Nilal enmbak aloasmi kreasd ke TLYS
I |Mewsiudian 11 |Munimghatey: Pendaparas Fendapatan perkapits Ep 10843
Ligeiahboraan saryaracsn fat v arakat
| dengas memasnkan Nkl Tukar Fezasi [NTF) pedn 10383
EREEEEINE
1'mmh.'ﬂl y = Hmml-‘ﬂ »
= eremrpanin ke | Tisghar Pengangpuras Terbuks iy L1§
semngiathas pencapaan) (TPT)
ELASTATNAL L 2 : ;

: " k| H!?I:ﬂiﬁ.‘rﬂtl‘ﬂ]li.ﬂ-ﬂ.lﬂ Sk Pal Piegis Fisipan [SFPH) -1
pangas das becvarangzya g ; L i e
hemis) 24 |Behurnsgnya kemitkizin hm:nn_}-r:.i'nduﬂ di havwsh tE s £

garis kemitines

KUATA. 1025




3 |Meeudiani0MSumbs (3] |Meniningbaovaluslisedae | Angka Melek Horaf(3:) i SE0D
Tengah vans ungsl ketempatin mengenyam
teramapi dan berdara pendidikan Rata-rata Laesa Sekalah whun | 776
saing et
berkerempatanuntuk Harapan Lama Sekeslal b
tirtibas akeif dalars
peatbiguaL 33 IMeninskaenys darafat kesehatan | Usia Harapan Ebdlup ohun | 6334
masyirakar
Frevilensi munting i 613
35 |Mempskamys keempatn bag | Iadeks Pembangunin Gender poin | 9418
perempuaan uatus bepartusipasi
dalam pembangunam dax Indieis Pemberdayaan Gender pein | 6484
perizndusgan techadag
peretipaan dis anie Persantise Kekerasan mrhadap & | <580
Anak vang Tertangas
Ferpentase Rekerass prhadip % £
Ferempaan vazg Tertnganl
84 |Memingiatnya boualivas pemuda | Cakupan Pembinaan Pemvuda dan % 88
daz prestasi bealahrasas Eealabragain
4 |Mevrujudion kiterrediaac] 4.0 | Maningicsnyva kualisis das Fertentize Fanjing alin dilun ™ 5631
fan keterizghuuas akveshilrns mlrarernboner dalum | dalis Randai Mantap
infrastrulctur palayania |mezdukung konskorims daersh | Cakupan Pebayisas Angiutin Darat = =]
dasir din pendnkong
wegatar inons s oy IMasinghama boalia Tersangunimya jiriage s % | sims
heriulea s nfvastruktus irigasidam[bagi Patan (3¢)
mubndukung pembangunan | peaguraz diiun merdukung
vang berkelaniuta gestkaneebin dueth
43 |Memiaghetyaakees maryarakat | Gakopas Rumak Levak Hum T e
pahadap prrumihan ik air
mimum dac sanitsi Pectentase Ramah Tangamesurst | % 545
AbrLayak
Farsentace Rumsh wanpgs merapur & ) 14
Ranitaxi Layak
44 | Terlaksananys parcipatin Cakipan rumah taapgs birlistrik EH B4.TH
penthunennan eleicerifiag
45 [Menseslerrnva lnialieas Emdafer Kaalitar Linshunmes Hidug | poiz B
| Hngaragan hidup Daerah
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5 |Memmgkatiam kspamiar (51 |MevuwodiosSteokrasivasg | iegeks Referman Sivkean
apacane dim e keloli profesional unnuk meainghatian |Famermtah
pemeritahin Timg loualitar exmakadoly Ope=n PR epm | WTP
akcumtabel dan profisiacal pazyelanesarain pemerintaban
sarta barnea melavan dan peligaman pusiik vang efsinf wilis Akuneabilieag Fisarta predka| 3
uzmk meningitin akunmbel rEgpEL 0
pelayzan pubt prsan Ik Sisinm Pepsariomahaz piin | 273
Bartags Elkeraek (SPBE)
Tinskar Keterbukais Idyrmar L 7
Publik
|=ceks Repuasan Felayiaxs Publix
pein B
[agtks Demokresi Indoneds
pain | 347
IndeksParilake Asm Karupei
pain 4
Rasio PAD terhadap total peedapatas
| T
[ndeks KnalitssParensanam
pain [ 33

Sumber ! RPD Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026

Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penvusunan
APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10% - 5,508,
Z. Persentase penduduk miskin 30,51% - 26 51%.
3. Indeks Pembangunan Manusia 63,89 - 65,07
Intervensi  kebijakan pendidikan dan kesehatan dengan
memperhatikan pelaksanaan belanja mandatoris yaitu 20% untuk
bidang pendidikan dan 10% untuk bidang kesehatan diharapksan
akan berakumulasi pada komponen pembentukan nilai IPM yang
semakin membaik.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,75 - 4,75
Melalhui berbagai program kerja vang membuka peluang dan
kesempalan kerja untuk penyerapan tenaga Kerja sehingga dapai
menurunkan angka pengangguran terbuka.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBWWAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG
DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025

Pendapatan Daerah bersumber dar tiga kelompok sumber
pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transler, dan Lain - lain
Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asl daerah. Pendapatan transfer terdin dari
pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antara
daerah, Lamn- lam pendapatan dasrah yang sah terdin dar dana hibah
dan dana darnirat.

Peningkatan pendapatan transfer vang diupayakan selain DALU
dan DAK adalah upaya memperoleh Insentif Fiskal. Insentif Fiskal
adalah dana yang bersumber dari APEN vang diberikan kepada Daerah
atas pencapaian kinerja berdasarkan kritenia terteniu berupa perbaikan
dan/atau pencapalan kinerja Pemerintah Daerah antara lain
pengelolaan  keuangan dacrah, pelayanan umum pemerintahan,
pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional,
dan fatau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Fokus Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah melalui langkah-langkah
melipuid :

a, Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan
daerah serta pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif
dan efisien.

Penentuan target PAD yvang realistis berdasarkan data subjelk
dan objek pajak serta retribusi dacrah yang dapat dicapai dalam
satu tahun.

b, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah.
= Melakukan scsialisas door to door kepada scluruh pelaku

usaha rumah makan, kaletaria, kantin warung, bar, dan
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sejenisnya termasuk jasa boga /catering untuk meningkatkan
kesadaran

* Tertib bayar pajak restoran yang merupakan kontribusi wajib
berdasarkan pendapatan bruto setiap bulannyva.

* Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) terkait data tanah masyarakat vang diterbitkan setiap
tahun melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) yang selanjutnya data tersebut dibandingkan
dengan data SPFT PBB pada wilayah desa lokasi PTSL.

* Meningkatkan koordinasi dengan BPD  NTT  terkait
pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
Selain ity koordinasi dilakukan untuk menyediakan kanal-
kanal pembayaran yang menycbar secara merata hingga ke
pelosok-pelosok demi mewujudkan pembayaran pajak yang
transparan, cfcktif, dan efisien yang pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak dan
retribusi dasrah.

c. Penmingkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan
pendapatan daerah.

d. Peningkatan pelayanan publik sebagai upava untuk
menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebapai wajib
pajak fretribusi daersh dan sosialisasi pendapatan daerah.

€. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah
bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

4.2, TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Secara umum pendapatan decrah vang diproveksikan pada TA.
2025 mengalami penurunana jika dibandingkan iarget pendapatan
dalam APBD TA. 2024 Gambaran pendapatan daerah vyang
diproyeksikan pada TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Target Pendapatan Daerah TA. 2025 dibandinghkan Target Pendapatan Daerah

Tabel 4.1.

dalam APED TA. 2024

TARGET KUA FPAS :
URALAN APET 2034 2028 m‘ 8
[ PENDAPATAN DAERAH | 665249816637 | 661.642.237.441 |- 3.607 5R0. 1AL -0,885%
FENDAFPATAN ABLT DAEEAH
| {PAD) 28.564.670.05E 31.068. 163 8T8 2.203.493.8530 7,00%
Pujult Darrah 7,331,112 750 L0430, .iﬁ_l_'_ll_l'_i 4000144 365 | amEaw
| Retribusi Daerh 4341022000 | J6ARAZ2.000 655600000 | .17.79%
Haail Prrwhl.un.n Hl:]:l]-‘lm‘l =
| Daersh yang dipisahkan ATHED] 405 2.765.269.860 1711 H21.545 -9B,06%
" Lain-ladn PAD jang Sah 12.315.643.900 1 3.987.214 900 L AT 1571000 10,52%,
_ PENDAPATAN TRANSFER 631.069.437.259 | 625.248.354.358 |  5.811.083.001|  -0,93%
| Pendapatan Transier |
| PemennmhPusal | 610532752000 612002908373 | 1.560246.373 0,25%
Pendapatan Transf s Amar o '
Dierah | 20526665159 13155355885 |- 7971329374 |  -se,00%
mmﬁ“" £.338.709.308 5.325.709.308 = o
Lain- 'lllm F‘:ndapman Sesyal [ |
denpan ketentuon Petatumnm 5,325,700, 108 E s TR 30R -
Fenindung-LUindonngn 0,00%
Jumlsh Pendapatan 665,240 816,622 |  £551.542.2237.441 |. A.807.589. 181 -0,58%
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1, KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA
5.1.1. Kebijakan Umum Perencanaan Belanja Daerah

® Prioritas belanja  daerah adalah mendanai  urusan
pemeriniahan wajib terkait pelayanan dasar vang ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Mmnimal (SPM) serta berpedoman
pada standar teknis dan harga satuan regional [3BU dan S5H)
scauai ketcntuan perundang-undangan. Terkait pemenuhan
SPM pemerintah pusat telah mengalokasikan DAU Specific
Grant (SG| schingga belanja daerah terikat pada sub-sub
kegiatan yang langsung berkaitan dengan pemenuhan SPM
sesual Peraturan Pemerintsh Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM).

* Pemerintah Daerah menctapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat
daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisicnsi penpeunaan angparan
serta memberikan informasi yag jelas dan terukur, memiliki
korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator,
tolak ukur dan target kinerja.

* Pemenuhan kebutuhar operasionsal pelavanan
penyelenggaraan pemerintahan, belanja mfrastruktur daeran
dalam menciptakan daya saing daerah, dan pemenuhan atas
beban pembayaran yvang haria diselesaikan.

o Beilanja pepawal digunakan untuk mengangearkan
kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil
Kepala Dasrah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNE dan
PPPK yang dianggarkan pada belanja perangkst daerah
bersangkutan serta ditetapkan sesual dengan ketentuan yang
berlaku.
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» Belanja hibah dapat diberikan antara lain  kepada
badan /lembaga, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan
vang berbadan hukum Indonesia, serta partar politik veng
secara spesifik telah ditetaphkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menernis
seliap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembernan hibah
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai
kepentingan  daerah  dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasvarakatan
dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untitk masyaralkat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan
berupa uang atau baranpg kKepada individu, keluarga,
kelompaole, dan/aton masyarakat yang sifatnya tidak szecars
terus-menerus dan selektifl yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan  pemenuhan  belanja  urasan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuah
ditentukan lein sesuai dengan kelentuan perundang-
undangan

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa vang nilai manfaatnya kurang darn
dua belas bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepads masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Belanja modal dipunekan untuk menganggarkan pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih darn dua belas
bulan dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap
sebagrimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
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tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan
memprioritaskan untuk pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana yang lerkait langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah Belanja modal sangat bergantung pada
alokasi DAK Fisik. Juge didukung dar belanja atas
penggunaan DAU Specific Orani scpanjang menjadi bagian dari
pencapaian SPM Bidang Pendidikkan, Bidang Kesehatan, dan
Infrastruktur Publik.

Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian
atas kelebthan pembayaran dar penerimaan daergh tahun-
tahun sebelumnya. Penganggaran untuk mengantisipasi
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifamya tidak
dapat diprediks: sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh
pemetintah dacrah, yang apabila ditunda ekan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daersh dan/atan
magyaralkat serta sesuai amanat peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah dasrah menganggarkan belanja bag hasil pajak
tdaerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak deerah dan
retribusi dasrah dengan memperhatikan amanat Undang-
Undang Nomor & tehun 2014 tentang Desa dan Perarmuran
Pemenntah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.,

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam
bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedilat 10% dan DAU
ditambah DBH.

Penyedinan anggaran untuk belanja operasi, belanja modal,
belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan
berdasarkan akala prioritas VAng mendukung
tercapainya program Pemmerintah Daerah. Pemerintah Provinsi
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dan  Pemerintah  Pusat dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

5.1.Z. Kebijakan Umum Belanja Daerah berdasarkan Urusan
Pemerintahan

qu-z-l-

1.

Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pendidikan

Terselenggaranya pendidikan yang terjangkau, berkualitas,

dan merata dengan dukungan sarana dan prasarana yang

memadai balk bagi anak usia sckolah maupun bagi tenaga

pendidike.

Kesehatan

Terlaksananya pelayanan keschatan yang berkuahtas dan

merata melalu penyediaan berbaga: fasihias, sarana dan

prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas SDM keschatan,

serta peningkatan promosi kesehatan Perilalos Hidup Bersth

dan Sehal (PHBS).

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar
vaitu jalan, jembatan, irigas:, air, serta pengelolaan air
limbah;

(2) Penyediaan layanan jasa kontstruksi yang berkualitas;
dan

{3) Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah
dengan RTRW.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(1] Peningkatan kualitas rumah tnggal layak huni yang
memiliki penerangan, akses terhadap air minum bersih
dan sanitasi, termasuk pembangunan rumah bag korban
bencana.

(2) Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana
sanitasi, air minum, dan kualitas Kawasan permukiman
umth;




5.1.2.2.

3.

(3] Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan
Imglcungan, MCK komunal, dan saluran drainase di
wilayah permukiman.

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perdindungan
Masyarakat
Terpeliharanya Ketentraman dan ketertiban wamum,
terjaminnya perlindungan terhadap masyarakat, termasulk
dalam penanggulengan bencana,
Sostal
Terlaksananya pembinaan dan fasilitas potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan tersedianva perlindungan
sosial dengan sasaran penduduk miskin dan pemberdayaan
penvandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk
perlindungan sostal bagi korban bencana alam dan sosial,
serla peningkatan kemampuan SDM dalam  program
pemberdayaan sosial.

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

. Tenaga Kena

Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas dan
keterampilan tenaga kerjn, serta penyediaan fasilitasi dan
pencegahan perselisihan hubungan industrial.

. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak serla penyediaan [asilitasi usaha
ekonomi perempuan.

Pangan

Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, pemanf{aatan
pekarangan untuk pengembangan pangan, seria pemantauan
dan analisis ketersediaan pangan.

Pertanahan

Penyediaan fasilitasi pertanahan, pemilikan, penggunasn dan
pemanfaatan tanah melalui perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan tanah scrta penyerahan hasil pengadan tanah.
Lingkungan Hidup
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10,

Terjaganya |keseimbangan lingkungan dalam tujuan
pembangunan  berkelanjutan melalum pelasanaan KLHS,
pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati, pembinaan dan pengawasan
terhadap izin lingkungan dan izxin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (PPLH], peningkatan kapasitas
SDM  bidang lingkungan  hidup, serta pengelolaan
persampahan.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil masyarakat melalui implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan kawasan perdesaan dan  pengautan
kelembagaan desa berbasis masyarakat, serta penyediaan
fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terjaminnya kualitas hidup penduduk dan meningkatnya
kesejahteraan  keluarga, melalui pembinaan keluarga
berencana (KB} serta pemberdaysan dan  peningkatan
keluarga sejahtera (KS).

Perhubungan

Terselenggaranya  perhubungan  dacrah  berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku, melalui program
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan
pengelolaan izin usaha angkutan laut bag badan usaha yang
berdomisili dan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sumba
Tengah.

Komunikasi dan Informatika

Pengelolaan  informasi dan  komunikasi publik  serta
tersedianya  infrastruktur komunikasi dan informasi di
lingkup pemerintabh  daerah  melalyi pengembangan e
goermnment.
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11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Pengembangan kualitas kKoperasi dan pepembangan iklim
Usaha Kecil Menengah vang kondusif,

12, Penanaman Modal
insentil dan kemudahan kepada penanam modal dengan
memanfaatkan media elektronik.

13. Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan kualitas generasi muda melalui kegiatan-
kematan pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi
ditingkat kabupaten hingga desa.

14. Statistik
Pengelalaan data statistik sektoral daerah vang dibutuhkan
oleh pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai acuan bag
penyusunan kebijakan Pemerintah melalui pengumpulan
data dan penyusunan dokumen statistik daerah.

15. Persandian
Terwujudnya pengamanan informasi dalam pola hubuangan
komunilkasi sand: antar Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan
Terwujudnya pelestanian budaya daerah serta pengembangan
berbagai kesenian tradisional yang ada.

17. Perpustakaan
Peningkatan literasi baitk pada anak usia sckolah ataupun
masvarakal wmuIminyE.

18. Kearsipan
Terwujudnya pengelolaan arsip secara baku di semua
perangkat daerah.

5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. HKelautan dan Pernkanan
Terlaksananys pemberdayasn perekonomian masyarakat
melalui pengelolaan  perikansn  tangkap dan  perikanan
budidava, pengawazan sumber daya kelautan dan perikanan,
serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,

2. Panwisata

KLIA TA. 2035




6.1.2.4.

Pengembangan parnwisata daerah melalui  pemasaran
pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata.
Pertanian

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian,
perkebunan, dan peternakan melalui berbagai upaya
penyediaan sarana prasarana pengembangan pertanian dan
peternalkan, pengendslian dan penanggulangan bencana
pertanian dan peternakan, serta penyuluhan pertanian.
Perdagangan

Penyediaan sarana prasarana distribusi perdagangan vang
memadai serta peningkatan dan pengembangan usaha
perdagangan,

Transmigrasi

Terlaksananya pembinaan angkatan kerja pada satuan
pemukiman dengan memanfaatkan sarana prasarana yang
tersedia dalam mewujudkan kemandirian tenaga kerja pada
beberapa satuan pemulkiman.

Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung
Sekrelariat Daerah
(1) Peningkatan pelayanan kebijakan kehidupan mental
spiritual kemasyarakatan;
(2] Peningkatan kebijakan bidang pemerintahan;
{3) Peningkatan kualitas layanan publik, kinerja aparatur
dan penataan kelembagaan;
{4) Peningkatan pelayanan informasi dan kehumasan,
(5} Penyusunan produk hukum dan  penyebaran
informast hubkum;
[6) Penanganan permasalahan hukum daesrah;
(7} Perumusan kebijalkan pengembangnn ekonomi daerah;
{8) Pengendalian pembangunan dan fasiitasi layanan
PERZACHEETL

KUA TA, 2025




2, Sekretariat DPRD
Fasilitasi selurubh agenda dan kegiatan DPRD  dalam
melaksanakan fungsi Legislatif, Budgeting dan fungsi
Controlling.

§.1.2.5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1, Perencanaan
Perumusan berbagsi kebijakan strategis penyvelenpggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan
ketentraman dan ketertiban masyarakat yvang dituangkan
dalam berbagai dokumen perencananan strategs secara
periodik.

2. HKeuangan
Penyelengegaraan pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel melalu integrasi perencanaan dan
penganggaran, baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun
pembiayaan daerah.

3. Kepegawaian
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur - melalu
penegakan disiplin serta pemberian rewards and punishment
untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas.

4. Pendidikan dan Pelatihan
Peningkalan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan penjenjangan serta pendidikan dan
pelatihan teknis.

5. Penelitian dan Pengembangan
Terjaminnya kualitas perencanaan berbasis penelitian dan
pengembangan  melalui  pengembangan  jejaring/ network
dengan stakehoider lain yang terkait (pemerintah, swasta, dan
akademisi).
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5.1.2.6. Urusan Fungsi Unsur Pengawas
1. Inspektorat Daerah
Optumalisasi [ungsi pengawasan untuk meminimalisir
pemborosan sumber daya pembangunan schingga dapat
mencegah  kerugian daerah dalam  penyalahgunaan
kewenangan baik pada Aparatur Sipil Negara, aparatur

pemerintahan, dan juga kelembagaan desa.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Fungsi Hewilayahan

1. Kecamatan

Mendukung dan mengawal program prioritas dacrah serta
mengawal dan mengendalikan penevelengparaan
pemerintahan desa untuk memfasilitasi dan mengendalikan
pengpunaan keuangan desa pada masing-masing desa di
setlap kecamatan. Selain itu, juga menvelenggarakan
pemerintahan daserah dan pelaysnan publik sesuai norma,
standar, prosedur dan kriteria serta
mempertanggungjawablan kinena penvelenggaraan
pemerintahan secara baik dan akuntabel.
5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Fungsl Umum

1. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Terjaga dan terpeliharanya situasi kehidupan keberapgaman
berbangsa dan bernegara di Kabupaten Sumba Tengah
dalam semangat Lima Pilar Kebangsaan. Pada TA, 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan fokus pada
Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala
Daerah.
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52. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA
TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja daerah TA. 2025  diproyeksikan  sebesar
Ep.66d4. 642,227 441 - mengalami peRUrunan sebesar
Rp.9.607.582.181,- atau 1,42% jika dibandingkan belanja daerah dalam
APBD TA. 2024 scbesar Rp.674.249.816.622 -

Penurunan Belanja Daerah pada TA. 2025 disebabkan oleh
karena terjadinya penurunan target Pendapatan Daerah dimana proscs
penyusunan AFBD menganut anggaran berimbang,

Target belanja daerah yvang dimaksud dapat dilihat pada tabel di

bawah 1.
Tabel 5.1,
Target Belanga Dacrah TA. 2025 dibandingkan
_ Target Belanja Dacrah dalam AFBD TA. 2024
TARGET KUA PFAS | TENIGEATAN/
URAIAN mﬂll et PENURTRAN L 1
 BELANJA OPERASI 452 266263357 | 440.370.7T4.483 |. 11886488878 2,83
Aelanjs Pegawii | 233008342176 | 237945 633,380 4043391304 1.27%]
_Helamjs Barang dan Jasa | 194143534006 |  BMIIBETA02T | 10194840020 5.25%
Belanja Hiah A6, 187 075 LBHLAG3NTS |- 26019734000 |  90.15%
Beelnmys Bustinn Sosal 6.2 000 000 5352000000 |- 1,005.000.000 16 D6
I BELANJA MODAL 118688593790 |  120.837.116.510 1.778.521.720 1,50%!
:‘;:.';J' MR- Perniam S 11319, 166,600 8436, 650000 |Ba2. 516000 | -16m3%
 Belagga Modsl Geduny dan "
ey i 270308 590 15145 492 100 5R75.583.110 61,38
Belargs Madal Jslan, ) FF el "
GG 440, B54.573. D1FELETE. .-
 Gurign dan g GTOEG 49000 | 95854 573410 2131 HTR 400 3 18%
Heluaje Madal At Tetup B2 6 S0 o s A28 S0
Laimnnyva
BELANJA TIDAK TERTUTA 1.500.000.000 1.500.000.000 o 0,00%)
Belunje Talak Terdugs L 500000600 1500 000000 = 000
BELANJA TRANSFER 101.824.959.475 | 101.3I6.337.449 | o 0,00
Brelunjs Hagl Husil LOB7 213,575 La31.567aL2 : ELO0
De Barmian Kes TO0LT AT Tkl D00 INGAYA. THI ST - RN
| Jumlsh Belanjn STA. 290 A16.622 | 684,543,227 44 |- 2507585, 18] 1 ATS

Belanja daerah TA, 2025 vang mengalami penurunan pada
belanja modal sebesar Rp.1.778.521.720,- atau scbesar 1,50% darni
tahun 2024 sebesar Rp.118.658.593.790,- menjadi
Rp.120.437.115.510,- serta mengalami penurunan pada belania operasi
sebesar. Rp.11.B86.48B.875.- atau sebesar 2,63% dari tahun 2024
scbesar Rp.452.266.263.357,- menjadi sebesar Rp.440.379.774.482,
ditahun 2025, Pada kelompok Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025

KUA TA 1015




diproveksikan tetap secbesar Rp.1.500.000.000,- tdak mengalami
perubahan dibandingkan yang dianggarkan pada twhun 2024,
Sedangkan pada Belanja Tranfer diproveksikan meningkal sebesar
Rp.500.377.974,- atau sebesar (,49% dibandingkan tahun 2024 scbesar
Rp.101.824.959.475 - menjadi scbesar Rp. 102.325.337 449 - kenaikan
ini disebabkan oleh komponen Belanja Bag Hasil Pajak dan Belanja
Bantuan Keuangan, dimana kenaikan belanja pajak bag hasil kepada
Pemerintah Desa disebabkan oleh karena terjadi kenaikan target pajak
dari opsen pajek PKB dan BBNEKB dan kenaikan belanja transfer
bantuan keusngan kepada Pemerintah Desa pada komponen ADD
disebabkan karena kenaikan proyeksi DAU sebagai komponen
perhitungan ADD.

Total penurunan pada belanja operasi terjadi pada dua jenis
komponen belanja yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial,
sedangkan pada komponen belanja pegawal dan belanja barang dan jasa
terjadi kenaikan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya.

Belanja pegawal mengalami kenaikan schesar
Rp 4943391 204 - atau sebezar 2,22% dibandingkan tahun 2024
schesar Rp.223.003.242.176,- menjadi sebesar Rp.227.946.633.380,-
pada tahun 2025 dikarenakan adanya penganggaran penerimasn
alokasi CPNS TA. 2025. Pada jenis belanja barang dan jasa mengalami
kenaikan sebesar Rp.10.194.843.921,- atau nalk sebesar 525%
dibandingkan tahun 2024 secbesar Rp.194.143.834.106,- menjadi
sebesar Rp.204.338.678.027,-. Untuk belanja hibah mengalami
penurunan yung drastis dikarenakan TA. 2025 tidak dianggarkan lagi
kebutuhan pemilihan umum, belanja hibah tahun 2025 diproyeksikan
sebesar Rp.2.841.463.075,- mengalami  penurunan  sebesar
Rp.26,019.724.000,- atau sebesar (90,15%) dibandingkan tahun 2024
schesar Rp.28.861.187.075,-. Belanja bantuan sosial ditahun 2025
mengalami penurunan sebesar Rp. 1.005.000.000 atau sebesar 16,06%
dari tahun 2024 sebesar Rp.6.258.000.000,- menjadi sebesar
Rp.5.253.000.000 - ini dikerenalkan penyesuaian anggaran belanja
beasiswa miskin yvang lulus di TA, 2025 dan tidak ada lag penenmaan
baru bagi penérima beasiswa miskin untuk di TA. 2025,
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Belanja modal pada tahun 2025 diproveksikan naik sebesar
Rp.1.778.521.720.- atau sebesar 1,50% dar tahun 2024 sebesar
Rp.118.658.593.790,- menjadi Rp.120.437.115.510,- ditahun 2025
dikarenakan naik pada belanja modal gedung dan bangunan, Pada
kelompok belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal jalan,
jaringan dan ingasi diproyeksikan mengalam penurunan. Untuk belama
maodal tahun 2025 hampir seluruhnya merupakan belanja modal yang
didanai dar Dana Alokasi Khusus Fisik dan DAU Specific Grant.

Dengan total pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar
Rp.661.642 227 441, - dan belanja daerah sebesar Rp.664.642.227 441 -
maka pada tahun 2025 pemerintah daerah mengalami defisit sebesar
Rp.3.000.000.000,-,

KUA TA. 1035




6.1.

BAB VI
KEEIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

KEBLJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dan SILPA
Tahun Anggaran sebelumnys, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
dacrah, penerimaan kembeli pemberian  pinjaman  dacrah, dan
penerimaan permbiayaan lainnya sesual dengan ketentuan perundang-
undangan,

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diprediksi
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnyva
(SILPA) TA. 2024. SiLPA didasarkan pada perhitungan vang cermat dan
rasional, yang dapat bersumber dan:

1] Pelampauan penerimaan PAL,

(2] Penghematan belanja pegawal, yang terdiri dari belanja gaji dan
tunjangan ASN;

3} Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan;

(4) Sisa dana akibatl tdak tercapainya capaian target kinerja;

(3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga.

Proyelisi pembiayaan daerah sangat dipengaruhi oleh nilai SiLPA
vang menjadi sumber utama penerimaan pembiayaan daerah
Kabupaten Sumba Tengah dari tahun ke tshun. SiILPA TA. 2024
diproyeksikan sebesar Rp. 12.000.000.000,-, sedangkan pada TA. 2025
penerimaan SIiLPA diproyeksikan sebesar Rp.6.000.000.000,-. Rincian
proyeksi nilai penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini




Target Penerimaan Pembiayaan Dacrah TA, 2025 dibandingkan Penerimaan

Talwl 6.1,

Pombiayaan Doerah dolom APED TA, 2024

TARGET KUAITAS |  PENIGEATAN/

S i 015 PENURLINAN “
PENERIMAAN FEMBLAYAAN 12050 00000 000 50.000 |- BL5.000.500 -1
Sisa Lebwih Perhitungan Anggamn :
Tahan Sebelumiya 1200001 S0 000 . TN O T |- OO N b
Penerimaan kembali Pemberian 000%
Piojaman Daerah 500001000 : 54000 000 1
|umalah Penerimaan Pembiavaan T2050 0000 00000100 |- £O50.000 000 J.‘ﬂ.il'i'.[

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMEIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan TA. 2025 adalah Penyertaan Modal
Pemerintah Dacrah Kabupsaten Sumba Tengah. Nilai penvertaan modal
di tahun 2025 diproveksikan sebesar Rp.3.000.000.000,

Dengan demiloan pembiayaan netto pada TA. 2025 secbesar
Rp.3.000,000.000,- yvang ditutup oleh surplus APBD.

Tabel 5.2,
Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA, 2025 dibendingkan Pengeluaran
Pembiavaan Dacrah dalamm APBD TA. 2024

TARGET KUAFPAS | PENIGKATAN/
URAIAN AFRI 2124 L'
o AL PENURLNAN

[PINGELUARANPEMBIAYAAN | SO0LO0 | GA00AO0M00] 0 SGOMUN Lt
Pu'q.uuzn Muodal Daerib J KD L0 H) 0,08 s
Pemberian Pinjanan Dacrah 00000 000 | 00
||—1m Pergebuaran Pembisyain 2450000000 3000500000 L0000 160,
i Tembiayaan Neito 2000000000 000,000,900 |- SO000LIN | 464
1
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BAB VI
STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran : Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor produltifl
Pengembangan dan Hilirtsasi Pertanian Kawasan Sentra Produksi
Pangan Terpadu

1.

10.

11.
12.
13.

Pembangunan saluran irigasi dan long strorage (dam] untuk
pernaniaatan air permukaan dari embung (Lokojangil) dan sungai
(Laigali, Pamalar, Harungi Jengi) berkoordinasi dengan provinsi
dan Pusat

Pemanfaatan teknologi pompa untuk eksplorasi sumber air tanah
menjadi air baku

Pembanpunan jaringan irigasi (primer, sekunder dan tersier) ke
lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu

Penviapan infrastruktur dan saprodi pendukung pengembangan
Kawasan Sentra Produksi Pangan Terpadu

Penyiapan benth padi, jagung unggul, dan hortikultura serta pupuk
dan obat tanaman dalam jumlah vang cukup

Penanganan serangan hama belalang dilakukan secara intensil,
dilakukan gerakan pengendalian OPT

Pendampingan yang komprehensif dan kontinyu dari penyuluh
pertaniarn

Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian

Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial
Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan ternak
besar, kecil dan unggas

Fenyiapan infrastrukiur dan sarana produksi peternakan
Penviapan sarana dan alat tangkap perikanan

Penylapan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Sagaran : Meningkatnya nilai tambah melalui pengembangan
industri pengolahan

Pengembangan dan Hilinsasi Produk Pertanian Kawasan Senira
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Produksi Pertarnian Terpadu

10.
11.

12,

Pembangunan fasilitas pasca  panen seperti  Gudang
penyimpanan (beras dan jagung)

Mekanisasi pertanian di Kawasan Sentra Produksi Pangan
Terpadu

Pengembangan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan
dan Perikanan /Kelautan

Penyiapan korporasi dan kelembagaan petani delam pengelolaan
pertanian pangan

Penyiapan infrastruktur dan sarana produksi pendukung
pengembangan komoditi perkebunan termasuk kopi

Peningkatan fasilitasi perijinan dan mengatasi hambatan investasi
Memperkualt Kerja sama berbasis kontrak dengan Organisasi
berbasis Industri

Pengendalian pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok
Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM /IKRT
Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi modal bagi UMKM/IKRT
Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri dan
pengembangan industri pengolahan komoediti yang bernilai tambah
dalam mendukung perdagangan antar pulau di NTT

Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital untuk
UMEM

Sasaran : Meningkatnya peran dan daya saing pariwisata dan
ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah
Pengembangan Exploring National Park

Pengembangan atraksi wisata alam di Taman Nasional
Manupeu Tanah Daru dan lainnya

Pengembangan route tour di Taman Nasional Manupeu Tanah
Daru dan lainnya
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Revitalisasi infrasruktur jalan menuju lokasi pariwisata
Pembinaan masyarakat lokal melalui Pokdarwis atau BUMDes
tentang kesiapan pelayanan wisala alam dan,/atau agro
Pendampingan pemenuhan sertifikasi CHSE bagi pelaku
parwisata

Membangun pusat informasi pariwisata

Pengembangan Konsep Pariunsata Agrotourism

1,

Pengembangan atraksi wisata agro di sustainable integratec
farming area berbasis alam

Pengembangan amenitas,

Pendampingan masyarakal dalam mengelola destinasi wisata

Pengembangan ekonomi Kreatif untuk mendukung panuwisala

L

U

Peningkatan kapasitas pelaku ekraf melalui pendampingan dan
pelatihan

Fasilitasi permodalan bagi pelaku ekraf

Fasilitasi HAKI bag merck dan produk ekraf

Fasilitasi dan dukugan pemasaran digital bagi produk ekrafl
Membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk membina
UMEKM Ekraf

Basaran : Meningkatnya Pendapatan masyarakat
Memberikan  kesempatan  ikut  akiif dalam pelaksanaan
pembangunan eKonoemi

L.

3.

Membulka akses permodalan baik melalui perbankan ataupun
lembaga bukan bank

Fasilitasi dan dukungan terhadap UMEKM dan IKRT / wirausaha
bara

Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok
masyarakat lapis bawah

Fasilitasi kelompok masvarakat dan rumsah tangga miskin antuk
pemanfaatan  slkim  pembiayaan usaha yang disediakan

pemerintah

KUA TA. 2025




Femungkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya
Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana

prasarana produksi dan pemasaran yanp berbasis masvarakat

Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja
Perluasan akses terhadap lapangan kerja melalui peningkatan
kapasitas tenaga kerja

i.

Pengembangan potensi SDM melalul peningkatan kapasitas dan
keterampilan

Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program -
program peningkatan keahlian

Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja melalul berbagai
pelatihan dan magang, baik di Balai Lahhan Kerja (BLK) maupun
pelatihan lainnya untuk peningkatan keahlian, keterampilan
angkatan kerja baru

Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun
kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan
jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku

Membuka kesempatan kerja melalui pengembangan dan
pengolahan potensi sumber daya alam dan pariwisata

Pemantapan 3Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan
Kerja

Sasaran : Berkurangnya kemiskinan
Peningkatan belanja per kapita rumah tangga

Pemberdavaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin
melalul kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakalt (Bumdes,
Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan
Kelembagaan ckonomi di Desa lainnyal

Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptifl dengan
memperhatikan aspek lingkungan, dan sosial budaya masyarakat
untuk meningkatkan produksi dan produksitivas UMKM
Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan / kelompok
disabilitas




4.

Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi
untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga

Mengurangt beban pengeluaran

1.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air
bersih listrik, dan akses terhadap pangan bergizi)

Meningkatkan jumlah masyarakat vang tercover skema
Perlindungan sosial baik berupa bantuan sosial maupun jaminan
sosial

Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin

Penunjang

1.

2.

Memastikan tersedianya layanan dasar data kependudukan dan
catatan sipil bagi penduduk miskin

Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan yang
didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan
sumber-sumber pembiayaan lain

Menyusun dan mengupdate Rencana Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan
Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten

Penvediaan skim program dan pembiayaan bagi pekerja non upahan
{pekerja keluarga), pekerja bebas (pertanian dan non pertanian)
serta kelompok penduduk miskin lapis bawah

Menvediakan data kemiskinan by name by address vang update
dan akurat

Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kesempatan mengenyam
pendidikan
Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata

1.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
kesctaraan dan kepastian dalam penvelenggaraan pendidikan
Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu
Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca
Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju
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Akreditasi Minimal B bagl sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
melalui berbagai Sumber Pembiayaan

Peningkatan  profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan

Penempatan Guru

1. Penvediaan dan distribusi Tenaga Gum uamum maupun guru
Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap
Sckolah SMP
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dan SMP

3. Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SD dan SMP

Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Pelayanan Kesehatan berkualitas yang terjangkau dan menjangkau
masyanikat

1. Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan
lavanan keschatan yang menycluruh 100% (UHC = Universal
Health Care 100%:)

2. Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan melalui Fasilitasi
Layanan Rujukan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sampai
ke fasilitas kesehatan di atasnya

3. Penyediaan dan distribusi tenaga medis (dokter, perawat, bidan dan
tenage gizi) untuk fasilitas layanan rujukan

4. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis,
jumliah, kualitas dan distribusi

5. Memastikan layanan kesehatan vang komperhensif bagi Pasangan
Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan
dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk

6, Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai
standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rijukan

7. Memastikan layanan keschatan dan keordinasi penyediaan alat
kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi
angka kelahiran total

Peningkatan Pemahaman dan Pertlaku Hidup Sehat




1.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan
kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalud
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

Pencegahan dan Penanganan Stunting

1.

Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah
dan atakeholder terkait untuk pengarahan sumberdaya dalam
pencegahan stunting secara berkelanjutan

Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok
ibu hamil

Penvediaan subsidi untuk peningksatan asupan gz kelompok
keluarga miskin

Perbaikan perilaku hidup sehat

Sosialisasi dan advokasi pada remaja putri terkait pola hidup sehat,
pemenuhan gixi, dan pencegahan stunting

Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting secara

terpadu

SBasaran : Meningkatnya kesempatan bagi perempuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak

Perluasan akses bagi kelompok perempuan

1
2.
3,
4

4 ]

Hesempatan memperoleh pendidikan veng layak

Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yvang layak
Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak
Kesempatan berusaha vang layak

Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan
politik

Perlindungan hukum dan sosial bag kelompok perempuan

L.
2.,
3,

Jaminan advokasi dan pembelaan secara hukuam
Jaminan rehabilitngi akibat berbagai tindakan traumatik
Penguatan kelembagaan perlindungan bagl kelompok perempuan
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Percepatan pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut

dan Udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan daerah baik
melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnva vang
tidak bertentangan dengan atuan dan tidak mengikat untuk
membiavai infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara

2. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat
IAPBN) untuk pCrocpatan pembangunan infrastrulkiur
perhubungan darat, laul dan udara

3. Membuka trayek anglkutan desa untuk memudahkan distribusi

orang dan barang

Pemasangan marka dan rambu jalan untuk keselamata

Pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan distribusi hasil

EJ'I

pertanian

Pemantapan perlindungan terhadap anak

1. Membentuk Desa Ramah Anak

2. Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan
traumatik

3. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelavanan terpadu
bagi anak

Perlindungan dan perluasan akses bagi kaum difabel
l. Kesempatan terlibat dalam pembangunan, mendapat
perlindungan, dan keterlibatan dalam sosial politik

Sasaran: Meningkatnya  |kualitas pemuda dan  prestasi

kcolahragaan

Pengembangan keolahragaan

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk
peningkatan prestasi

2. Pembinaan Cabang Olahraga Potensial, Tradisional dan Rekreasi
untuk mendukung prestasi dan pengembangan pariwisata daerah
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Pengembangan kepemudaan

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dalam rangka meningkatkan
keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah

2. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda melalui  dukungan,
kesempatan, pelatihan, pendampingan schingga mempunyai
kemampuan untuk berjiwa Wirausaha, Produktif, Berprestasi dan

Bertanggung jawab

Sasaran : Meninghatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur

dalam mendukung konektivitas daerah

Percepatan pembangunan infrastrukiur perhubungan daral, laut, dan

udara

l. Pemanfaatan sumber pembiayvaan pembangunan daerah baik
melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya yvang
tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengilat untuk
membiayai infrastruktur pengairan

2. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat
(APBN) untuk percepatan pembangunan infrastrukiur
perhubungan darat, laut dan udara.

3. Membuka trayck angkutan desa untuk memudahkan distribusi
orang dan barang.
Pemasangan marka dan rambu jalan untuk keselamaian.

5. Pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan distribusi hasil

pertanian,

Sasaran : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Irigasi dan

pengairan dalam mendukung perekonomian daerah

Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan

udara

1. Pemanfaatan sumber pembiayaan pembangunan dacrah baik
melalui APBD Kabupaten ataupun sumber pendanaan lainnya
yang tidak bertentangan dengan aturan dan tidak mengikat
untuk membiavai infrastruktur pengairan.

2. Perlussan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat




(APBN] untuk percepatan pembangunan infrastrukiur pengairan.

Optimalisast  permanfaatan Infrustruktur  Pengairan uniluk

mendukung Peninglkatan Produksi Pertanian.

1. Pemantapan fungsi jaringan irigasi untuk menjamin kelancaran
distribusi air.

2. Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras kabupaten.

3. Dukungan pembiavaan untuk pemeliharaan secara beérkelanjutan.

4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
serta antarkabupaten sedaratan Sumba untuk menjamin
terselenggaranya tatakelola air vang baik.

Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan

layak, air minum dan sanitasi

Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayonan Infrastruktur Dasar

1. Pengembangan permukiman melalli peningkatan penyediaan
jumlah Rumah Layak Hurmi

2. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bag
masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan/atau yang
membangun atau memperbaild rumah secara swadaya

3. Pengelolaan Sistern Penyediaan Air Minum (SPAM) yang
berkelanjutan

4. Penpembangan Sistem Penyediaan Perumahan dan Pemukiman
vang serasi dengan Tata Ruang dan terpadu dengan Layanan
Infrastruktur Dasar Pemukiman termasuk Sistem Transportasi
Publik

5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur Air
Minum dan Sanitasi

6. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan,
perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan Air Minum dan
Pengelolaan Sanitasi

Sasaran : Terlaksananya percepatan pembangunan eclektrifikasi
Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi
Baru Terbarnikan (EBT) untuk Memenuhi Kebuluhan RT dan Ekonomi
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1. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga/Provinsi/Puasat
untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelistrikan berbasis
EBT

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelistrikan berbasizs EBT
pada tingkat komunitas,/komunal

Perungkatan akses rumah tangga terhadap sumber daya Kelistrika

1. Penyediaan subsidi bagi rumah tangea untuk mengakses listrik
PLN

2. Koordinasi dengan Pemerintah Previnsi dan pihak ketipa untuk
mengakses listrik PLN

3. Pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT skala mikro
untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga daerah terpencil

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

1. Penanganan Sampah dan  limbah dan  Sungai  melalui
penyediaan tempat pembuangan sampah

Terbentuknya tempat pembuangan sampah (TFA)

Peningkatan fasilitasi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi
Peningkatan pembangunan Instalasi Air Limbah Domestik
Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pembangunan

il

infrastruktur dengan peningkatan manajemen tata kelola
pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesual kefentuan

l. Optmasi fungsi penguatan lahan dalam kawasan sentra produksi
pangan guna menunjang ketahanan pangan nasional

2. Optimalisasi Keterpaduan antar sekior dalam taia guna lahan
pertanian dalam penataan ruang yvang selaras, sinkron dan terpadu
dari berbagai rencana dan program lintas sektoral untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan

3. Konsistensi kebijakan dan terkendalinya pemanfaatan ruang dari
ketentman dan norma vang telah ditetapkan
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Edukas! kebencanaan bagi masyarakat

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatar

2. Penangpulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana

3. Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana
melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta (3ladi secara berkala
dan berkesinambungan

4. Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan
Resiko Bencana

2. Penetapan Desa Tangguh Bencana

Sasaran : Mewujudkan Birokrasi yang profesional untuk
meningkatkan kualitas tatakelola panyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel,
transparan serta partisipatif

Pengelenggaraan,  Pengendalian dan  Pelaporan  Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan

1. Penerapan e-govermment, e-planning, e-budgeting secara lerpadu

2. Penerapan sistem pengendalian, evaluasidan pelaporan pelaksanaan
kegiatan secara terpadu

3. Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
secara terpadu

4. Pemantapan sistem pendataan secara terpadu sebagan database
pelaksanaan pembangunan dalam satu data Indonesia

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan yang diberikan

. Memberikan ruang untuk dilalukan inovasi agar meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan kepsada masyarakat.

7. Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dan
berdayva saing

B. Penyviapan infrastruktar penunjang untuk mendukung

implementasi sistem secara berkelanjutan

KLWA TA. 2025




Periyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

sesual ketentuan perundangan

L.

Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan
dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web, penggunaan e-
catalog dan ketentuan lainnya

Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk
setiap alur kerja layanan pemerintahan

Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian,
pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah

Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistik dan
terukur sebagai dasar pengukuran kinerja kinerja

Peningkatan Kapasitas SDM

Mengembangkan Kapasitas dan Kapahbilitas S8SDM aparatur
Kabupaten Sumba Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi melalui diklat bimtek, maupun tugas belajar sesuai man
power planning

Memanfaatkan peluang peningkatan kapasitas dan kapabilitas
aparatiar melalui sumber pendanaan lain di luar APBD
Relkrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre,
acleksi terbuka dan manajemen talent poo

Rekrutmen PNS berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan
PNS pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

Meningkatkon Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai
pentingnya membayar pajak

Perbaikan pada HKualitas SDM bagi petugas pemungut pajak
dan retribusi

Meningkatkan Pengawasan secara inifernal tentang kinerja
Petugas Pajak

Pengembangan Ewvaluasi monitoring secara elekironik untuk
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pembayaran dari sumber pendapatan retribusi.

5. Penvesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala
Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak dan retribusi melalai
pembayaran secara online seperti melalui aplikasi Quick Response
Code Indonesian Standard (QRIS)

Pembayaran transaksi keuangan secara e-money

B, Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan
pendapatan daerah

9. Meningkatkan dukungan sekior pendapatan dar retribusi vang
berorientasi bisnis

10. Melakukan Penyertiaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat
uniuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi
PAD melalui Analigis Investasi secara komprehensif oleh
Pemerintah Daerah

11. Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan
potensi - potensi baru sebagal penghasilan pendapatan Sektor Non-
Migas, Pariwisala, Pertanian, Pelernakan, dan Perikanan

12. Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan  secars
komprehensifl
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BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman
pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 untuk
selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah
berharap agar dalam pembahasan KUA Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan
berbagal penyesuaian seperlunya yang disepakati bersama.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman

dalam penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS] dan
Rancangan APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025,

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAHKABUPATEN SUMBA
_ TENGAH,

_ . Selaku,

D U. D. LAKITARA, 5.508

KETUA

UMBU NEKA LELUNG
WAKIL KETUA

Drs. UMBU NEKA DJARAWOLI
WAKIL KETUA

KUA TA. 2025

Waibakul, 19 Juli 2024
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